
BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTANSELATAN

PERATURANBUPATI TAPIN
NOMOR 01 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAANPAJAK PENERANGANJALAN
DI KABUPATENTAPIN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATI TAPIN,

bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan

pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten

Tapin, perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten

Tapin;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,

Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II

Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor5234);

5. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang

Aparatur SipilNegara (LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tabun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-UndangNomor9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (LembaranNegaraRepublik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4578);



- 3 -

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

RepublikIndonesiaNomor6041);

10. Peraturan MenteriDalamNegeriNomor13Tahun

2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan MenteriDalam Negeri
Nomor21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan

KeuanganDaerah;

11. Peraturan MenteriDalamNegeriNomor80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12

Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
KeuanganDaerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14

Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tapin Nomor06 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tapin Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak

Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
PerangkatDaerah;

(HI
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15. Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2016

tentang Pedoman Teknis Pemungutan Pajak
Daerah di Kabupaten Tapin;

16. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 38
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURANBUPATITAPINTENTANGPETUNJUK
PELAKSANAANPAJAK PENERANGANJALAN DI
KABUPATEN TAPIN.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi

wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran
rakyat.
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5. Badan adalah sekumpulan orang danj atau modal yang

merupakankesatuan, baikyangmelakukanusaha maupun yang
tidak melaksanakan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,

Perseroan Komanditer,perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN),Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)dengan

nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,koperasi,dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan,yayasan,organisasimassa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektifdan

bentukusaha tetap.
6. Badan PengelolaanPajakdan RetribusiDaerahyang selanjutnya

disebut dengan Badan adalah Badan PengelolaanPajak dan
RetribusiDaerahKabupatenTapin.

7. KepalaBadanadalahKepalaBadanBadanPengelolaanPajakdan

RetribusiDaerahKabupatenTapin.
8. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang

dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data
dan informasi keuangan yang meliputi harta,

kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah

harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang
ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa
neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak
berakhir.

9. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang
dilaksanakan secara obyektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
daerah.

10.Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan

oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana di Bidang Perpajakan Daerah yang
terjadi serta menemukan tersangkanya.
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1LPajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga
listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari
sumber lain.

12.Perusahaan Listrik Negarayang selanjutnya disebut PLNadalah

PI'. PLN(Persero).

13.PenggunaanListrik dari Sumber Lain adalah penggunaan tenaga
listrik selain pengguna tenaga listrik yang dihasilkan sendiri
(genset, trafo, dan lain-lain)yang bersumber baik tenaga listrik

dari PLNmaupun Non PLN (swasta), tenaga energi matahari,
energinuklir dan lain-lain.

14.WajibPajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan
yangmenggunakantenaga listrik.

15.Subjek Pajak PeneranganJalan adalah orang pribadi atau Badan

yang dapat menggunakantenaga listrik.
16.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang

menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor,
dan melaporkanpajak terutangnya.

17.Pemungutan adalah suatu serangkaian kegiatan mulai dari
penghimpun data objek dan subjek pajak atau retribusi,

penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai
kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepadaWajibPajak atau

WajibRetribusiserta pengawasanpenyetorannya.
18.Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat

NPWPDadalah kartu yang menyebutkan Nomor Pokok Wajib
Pajak Daerah, nama dan alamat wajib pajak sebagai identitas

wajibpajak.
19.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat

SPTPDadalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melaporkan perhitungan danIatau pembayaran pajak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah.
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20. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD

adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah
dilakukan dengan mengunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke KasDaerah melalui tempat pembayaran yang

ditunjuk oleh Bupati.

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokokpajak yang terutang.

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya

disingkat SKPDKBadalah surat keputusan yang menentukan
besamya pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besamya sanksi
administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKPDKBTadalah surat keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya

disingkat SKPDLBadalah surat keputusan yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah krdit pajak

Iebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya
terutang.

25. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD,

adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi
administratif berupa bunga danIatau denda.

BAB II

DASARPENGENAANPAJAK,
TATACARAPERHITUNGANPAJAK,DANMASAPAJAK

BagianKesatu
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal2
(1) Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual

Tenaga Listrik.
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(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (I)

adalah sebagai berikut:

a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan

pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan

biaya bebarr/tetap ditambah dengan biaya pemakaian

kWhjvariabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;

b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga

Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat

penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga

satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang

bersangkutan.

(3) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah biaya pemakaian tenaga listrik.

(4) Harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b)

ditetapkan sesuai dengan ketetapan Nilai Jual pada PLN yang

berlaku pada saat yang sama.

Pasal3

Formula Perhitungan Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf (b), dikategorikan sebagai

berikut:

a. untuk pembangkit listrik yang memasang alat ukur

menggunakan formula sebagai berikut:

NJTL = KWH/bulan X Harga Satuan Listrik

b. untuk pembangkit listrik yang tidak memasang alat ukur

menggunakan formula sebagai berikut:

a. Pemakaian Daya > 200 KVA:

NJTL = Daya (KVA)x Pemakaian Listrik (Jam Nyala) x

Harga Satuan Listrik x Coscp

Coscp = 0.85

b. Pemakaian Daya !5 200 KVA:

NJTL = Daya (KVA)x Pemakaian Listrik (Jam Nyala) x

Harga Satuan Listrik.
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Keterangan :

NJTL = NilaiJual Tenaga Listrik
KVA = Kapasitas DayaTerpasang

Jam Nyala = Nyalaperbulan berdasarkan hasil pendataan

Bagian Kedua
Tata Cara Perhitungan Pajak

Pasal4

(1) Tata cara perhitungan Pajak Penerangan Jalan yang terutang

dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Nilai Jual Tenaga
Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tarif Pajak
Penerangan Jalan yang telah ditetapkan dalarn Peraturan Daerah

tentang Pajak Penerangan Jalan.

Bagian Ketiga
Masa Pajak

PasalS

(1) Masa Pajak Penerangan Jalan adalah jangka waktu yang

larnanya sarna dengan 1(satu) bulan takwim.
(2) Bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.

BAB III

TATACARAPEMUNGUTANPAJAK
Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Pendataan

Paragraf 1
Umum
Pasal6

(1) Pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak yang

menggunakan tenaga listrik dari PLNdilaksanakan oleh PT. PLN

(Persero).
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(2) Pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak yang
menggunakan tenaga listrik NonPLNdilaksanakan oleh Badan.

Paragraf2

Pendaftaran

Pasal 7
(1) Setiap orang perseorangan atau badan yang menggunakan

tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang

diperoleh dari sumber lain bukan PLN, wajib melakukan
Pendaftaran Pajak Daerah dengan mengisi Formulir Pendaftaran
WajibPajak.

(2) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1)diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh

WajibPajak.

(3) Terhadap Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri, Badan
menerbitkan NPWPD.

Paragraf 3

Pendataan
PasalB

(1) WajibPajak yang telah memilikiNPWPDsetiap awal bulan, wajib

mengisi SPTPDmasa pajak bulan yang lalu.

(2) SPI'PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan
jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak
atau Kuasanya.

(3) SPTPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus disampaikan

kepada Bupati melalui Badan selambat-lambatnya 15 (limabelas)

hari setelah berakhirnya masa pajak.
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Bagian Kedua

Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak
Pasal9

(1) Rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN berlaku sebagai
SPI'PD.

(2) Besarnya ketetapan pajak diterbitkan dalam rekening listrik PLN
atau termasuk dalam voucher listrik isi ulang.

Pasall0

(1) Berdasarkan SPTPDsebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Badan
menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

(2) Badan menetapkan pajak secara jabatan bagi Wajib Pajak yang
tidak mengembalikan SPTPDsebagaimana dimaksud dalam Pasal

8 ayat (3).
(3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau

kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari sejak SKPDditerima, dikenakan sanksi administrasi berupa

bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan
menerbitkan STPD.

Pasalll

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya
pajak, Badan dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT,atau
SKPDN.

(2) SKPDKBsebagaimana dimaksud pada ayat (1)diterbitkan:

a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain
pajak yang terutang tidak atau lrurang dibayar, dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan dihitung dari pajak yang lrurang
atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24

(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya
pajak;
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b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang

ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan

sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)

sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau

terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua

puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang

terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi

administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima

persen) dari pokok pajak ditambah sanksi

administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan

dihitung dari pajak yang kurang atau terlarnbat dibayar

untuk jangka paling lama 24 (dua puluh empat) bulan

dihitung sejak saat terutangnya pajak;

(3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan

apabila didata baru atau data yang semula belum terungkap

yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang,

akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar

100% (seratus persen) darijumlah kekurangan pajak tersebut.

(4) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalarn SKPDKBdan

SKPDKBTsebagaimana dimaksud pada ayat (2)dan ayat (3) tidak

atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah di

tentukan, ditagih dengan menerbitkan

STPD di tambah dengan sanksi administrasi berupa bunga

sebesar 2% (dua persen) sebulan.

(5) Penarnbahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan

sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

(6) SKPDNsebagaimana climaksud pada ayat (1) diterbitkan apabila

jumlah pajak yang terutang sarna besarnya dengan jumlah kredit

pajak tidak terutang dan tidak

ada kredit pajak.
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Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran

Paragraf 1

Tata Cara Pembayaran Wajib Pajak

Yang Menggunakan Tenaga Listrik PLN

Pasal12

(1) Pembayaran Pajak Penerangan Jalan dilakukan pada saat

pembayaran besarnya tagihan yang tercantum dalam rekening

listrik atau voucher listrik isi ulang yang diterbitkan oleh PLN.

(2) Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dan pembayaran rekening

listrik Pemerintah Daerah akan ditetapkan dalam Naskah

Perjanjian Kerjasama antara Bupati dengan

Pimpinan PLN;

Paragraf2

Tata Cara Pembayaran Pajak

Yang Menggunakan Tenaga Listrik Non PLN

Pasal13

(1) Pembayaran Pajak Penerangan Jalan yang menggunakan tenaga

listrik Non PLNdilakukan pada Bendahara Penerima atau tempat

lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan

dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan

STPD.

(2)Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil

penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat­

lambatnya 1 x 24 jam atau dalam jangka waktu lain yang

ditentukan oleh Bupati.

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) dilakukan dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain

yang dipersamakan, serta harus dilakukan sekaligus atau lunas.

(4) Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD,

wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas)

hari kerja sejak tanggal diterbitkan.
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(5) Pajak terutang dalam SKPD,SKPDKB,SKPDKBTdan STPDyang

tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi

administrsi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan

ditagih dengan STPD.

(6) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hati libur, maka
batas waktu pembayaranjatuh pada hari kerja berikutnya.

BagianKeempat
Tata Cara PembayaranAngsuran dan Penundaan Pembayaran

PasalI4

(1) Kepala Badan atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan
persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak

terutang atau menunda pembayaran pajak dalam kurun waktu
tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dengan

dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
(2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran

pajak terutang diatur sebagai berikut:
a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara

angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus

mengajukan permohonan secara tertulis

kepada Kepala Badan dengan disertai alasan yang jelas dan
melampirkan fotokopiSKPD,SKPDKB,SKPDKBT,dan STPD
yang diajukan permohonannya;

b. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

harus sudah diterima Badan paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah

ditentukan;
c. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak
atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan
yang mendukung diajukannya pennohonan;
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d. terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun

penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan,

dituangkan dalam Surat Keputusan Pembayaran secara

angsuran maupun penundaan pembayaran yang

ditandatangani bersama oleh Kepala Badan dan Wajib Pajak

yang bersangkutan;

e. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10

(sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu 10 (sepuluh)

bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran,

kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan berdasarkan

alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;

f. penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4
(empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo
pembayaran yang termuat dalam SKPD,SKPDKB,SKPDKBT
dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan

berdasarkan alasan WajibPajakyang dapat diterima;
g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai

berikut:
1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap

jumlah sisa angsuran;
2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara

besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur,
dengan pokokpajak angsuran;

3. pokok-pokok angsuran adalah hasil pembagian antara
jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan
jumlah bulan angsuran;

4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran
dengan bunga sebesar 2%(dua persen);

5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran
adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga
sebesar 2%(dua persen);
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h. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan

tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus
dilunasi tiap bulan;

1. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai

berikut:
1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah

pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian
antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang
ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah
utang pajak yang akan ditunda;

2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh

jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan
jumlah bunga 2% (dua persen) sebulan; dan

3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling
lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah

ditentukan dan tidak dapat diangsur;

J. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan
pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan
permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan

pajak yang sarna.

BABIV
TATACARAPENAGIHANPAJAK

Pasal15

(1) KepalaBadan dapat menerbitkan STPDapabila:
a. pajak daerah tidak atau kurang bayar;
h. dari hasil penelitian SPI'PDterdapat kekurangan pembayaran

sebagaiakibat salah tulis dan/ atau salah hitung; dan/ atau

c. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
atau denda.
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(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b,
ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%

(dua persen) setiap bulan paling lama 15 (lima belas) bulan
sejak saat terutangnyapajak.

Pasal16
(1) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau
kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai
berikut:

a. surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang
sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak
dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo
pembayaran;

b. dalamjangka waktu 7 (tujuh)hari kerja setelah tanggal surat

peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis,
WajibPajakharus melunasipajak yang terutang; dan

c. apabila jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi
dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat

peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis,
Kepala Badan menerbitkan surat paksa setelah
lewat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak surat peringatan
atau surat teguran atau surat lainyang sejenis.

(2) Ketentuanmengenaipelaksanaan penagihan pajak dengan surat
paksa sebagaimanadimaksud pada ayat (1)diatur sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.
(3) Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa tidak

mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak mengajukan
keberatan pajak serta mengajukan pembetulan, pembatalan,
pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan
sanksi administrasi.
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(4) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka

waktu (tujuh) hari setelah tanggal surat paksa, Kepala Badan

segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal17

Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa

menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat(l), apabila:

a. wajib pajak atau penanggung pajak akan meninggalkan

Indonesia untuk selama-Iamanya atau berniat untuk itu;

b. wajib pajak atau penanggung pajak memindahkan barang yang

dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau

mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan

di Indonesia;

c. terdapat tanda-tanda wajib pajak atau penanggung pajak akan

membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya

atau memekarkan usahanya atau memindahtangankan

perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan

perubahan bentuk lainnya;

d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; dan Iatau
e. terjadi penyitaan atas barang wajibpajak atau penanggungpajak

olehPihakKetigaatau terdapat tanda-tanda kepailitan.

BABV
PENYITAAN
Pasal18

(1)Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi

dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima surat

paksa, maka Kepala Badan menerbitkan surat perintah
melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak danj atau

barang tidak bergerakmilikwajibpajak atau penanggungpajak.
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(2) Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita pajak dengan disaksikan

oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa,
penduduk Indonesia, dikenal oleh juru sita pajak, dan dapat

dipercaya.
(3) Setiap melaksanakan penyitaan, juru sita pajak membuat berita
acara pelaksanaan sita yang ditandatangani olehjuru sita pajak,

wajibpajak atau penanggungpajak, dan saksi-saksi.

(4) Walaupun wajib pajak atau penanggung pajak tidak hadir,
penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat seorang saksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2)adalah Pejabat Pemerintah
Daerah yang berwenangdi wilayahobjekpajak.

(5)Dalamhal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri olehwajibpajak
atau penanggung pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh juru sita

pajak daerah dan saksi-saksi.
(6) Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan
mengikat,meskipun wajibpajak atau penanggungpajak menolak
menendatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana

dimaksud pada ayat (3).
(7) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada
barang bergerak dan/ atau barang tidak bergerak yang disita,

atau di tempat barang bergerak dan/ atau benda tidak bergerak

yang disita berada, dan/atau ditempat-tempatumum.
(8) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita,
yangmemuat sekurang-kurangnya:
a. kata "disita";
b. nomordan tanggalBeritaAcaraPelaksanaan Sita; dan

c. larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak,
meminjamkanhak atau merubah barang yang disita.
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Pasal19

Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak

mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.

Pasal20

(1) Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap barang milik wajib pajak

atau penanggung pajak yang berada di tempat tinggal, tempat

usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang

penguasaannya berada ditangan pihak lain atau yang dijaminkan

sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat

berupa:

a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan

deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau

bentuk lainnya, piutang dan penyertaan modal pada

perusahaan lain; dan Iatau
b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal

dengan isi tertentu.
(2) Penyitaan terhadap barang wajib pajak atau penanggung pajak

badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan,
pengurus kepala perwakilan, kepala cabang, penanggungjawab,
pemilikmodal,baik di tempat kedudukan, di tempat tinggalyang
bersangkutan maupun di tempat lain.

(3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2),

dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita
diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya
penagihan pajak.

Pasal21

Penyitaan tidak dapat dilaksanakan atau dapat dicabut dengan
menerbitkan surat pencabutan sita oleh Kepala Badan selaku
pejabat dan menyampaikan kepada wajib pajak atau penanggung
pajak olehjuru sita pajak daerah apabila:
a. wajib pajak atau penanggung pajak telah melunasi utang pajak

dan biayapenagihanpajak;
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b. berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak;

dan

c. ditetapkan lain oleh Bupati.

BABVI

LELANG

Pasal22

(1) Apabila utang pajak darr/atau biaya penagihan pajak tidak

dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, maka lewat 10

(sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan surat perintah

melaksanakan penyitaan, Kepala Badan selaku pejabat

mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada

Kantor Lelang Negara untuk melaksanakan penjualan secara

lelang terhadap barang yang disita.

(2) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka,

tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang

dipersamakan dengan itu, obligasi, saham atau surat berharga

lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain,

dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud

pada ayat (I).

(3) Barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang

pajak dengan cara:

a. uang tunai disetor ke Bendahara Penerima, Bank atau tempat

lain yang ditunjuk;

b. deposito be:rjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dipindah

bukukan ke rekening Bendahara Penerima, Bank atau tempat

lain yang ditunjuk atas permintaan Pejabat kepada Bank

yang bersangkutan;

c. obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang

diperdagangkan dibursa efek dijual di bursa efek atas

permintaan pejabat;
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d. obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang tidak

diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh pejabat;

e. piutang dibuatkan Berita Acara persetujuan tentang

pembagian hak menagih dari wajib pajak atau penanggung

pajak kepada pejabat; dan

f. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akta
persetujuan penagihan hak menjual dari wajib pajak atau
penanggungpajak kepada pejabat.

Pasal23

(1) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), dilaksanakan paling singkat

14 (empatbelas) hari setelah pengumumam lelangmelaluimedia
masa.

(2) Pengumuman lelang sebagiamana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah

penyitaan.
(3) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu)

kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 {dualkali.
(4) Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak

Rp.20.000.000,OO (dua puluh juta rupiah) tidak harus
diumumkan melaluimediamasa.

Pasal24
(1) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang

diajukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak belum
memperolehkeputusan keberatan.

(2) Lelangtetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri wajib pajak atau

penanggungpajak.
(3) Lelangtidak dilaksanakan apabila wajib pajak atau penanggung

pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak
atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan

pajak atau objeklelangmusnah.
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BABVII
KEBERATANDANBANDING

BagianKesatu

Tata Cara Pengajuan Keberatan
Pasal25

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati
melalui KepalaBadan atau pejabat yang ditunjuknya atas suatu:
a. SKPD;
b. SKPDKB;

c. SKPDKBT;

d. SKPDLB;

e. SKPDN;
f. Permohonan atau pemungutan oleh Pihak Ketigaberdasarkan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang

berlaku.

(2) Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari
ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang
seharusnya dibayar menurut perhitungan wajibpajak.

(3) Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan

satu tahun pajak.

Pasal26
(1) Penyelesaiankeberatan atas SKPDsebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 dilaksanakan oleh KepalaBadan atas narna Bupati.
(2) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan untuk beberapa
surat ketetapan pajak dengan objek pajak yang sarna

diselesaikan secara bersarnaan oleh KepalaBadan.

(3) Dalarn hal wajib pajak mengajukan keberatan untuk surat
ketetapan pajak yang telah dilakukan tindakan penagihan pajak
dengan surat paksa, diselesaikan olehKepalaBadan atau pejabat
yang ditunjuk.
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(4) Permohonan keberatan yang diajukan wajib pajak harus

memenuhi persyaratan sebagaiberikut:

a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia

dengan disertai alasan-alasan yang jelas berupa data atau
bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak lebih
bayar yang ditetapkan tidak benar;

b. dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan

pajak secara jabatan, wajib pajak harus dapat membuktikan
ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;

c. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh wajib
pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan
kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;

d. surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat

ketetapan pajak dan untuk satu tahun pajak atau masa pajak

dengan melampirkanfotokopinya;dan

e. permohonan keberatan hatus diajukan dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak
diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat
menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak

dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Pasal27

(1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), tidak dianggap
sebagaipengajuan keberatan sehinggatidak dipertimbangkan.

(2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi

persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf e, Kepala Badan atau

pejabat yang ditunjuk dapat meminta wajib pajak untuk
melengkapipersyaratan tersebut.
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Pasal28
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajibanmembayar pajak dan

pelaksanaan penagihan pajak dilaksanakan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Pasal29
(1) Dalamjangka waktu paling lama 12 (dua belas)bulan sejak surat

keberatan diterima, Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk
harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan

wajib pajak, yang dituangkan dalam surat keputusan keberatan

atau surat keputusan penolakan keberatan.
(2) Surat keputusan sebagairnana dimaksud pada ayat (1), dapat

berupa rnenerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau

menarnbah besarnya pajak yang terutang.
(3)Apabilajangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),telah

lewat dan Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk tidak
memberikanjawaban, maka keberatan yang diajukan wajibpajak
dianggapdikabulkan.

(4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak wajib pajak
untuk mengajukan permohonanmengangsur pembayaran.

Pasal30

(1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan
pemeriksaan lapangan, maka KepalaBadan menugaskan pejabat

yang ditunjuknya untuk melakukan pemeriksaan lapangan dan
hasilnya dituangkan dalam laporan pemeriksaan pajak daerah.

(2) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan
lapangan, Kepala Badan menugaskan pejabat yang ditunjuknya

untuk menyusun masukan dan pertimbangan atas keberatan
wajib pajak dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil

koordinasipembahasan keberatan pajak.
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Pasal31
(1) Berdasarkan laporan pemeriksaan pajak daerah atau laporan

hasil koordinasi pembahasan keberatan pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30, Kepala Badan menugaskan pejabat

yang ditunjuknya untuk membuat telaahan pemandangan
keberatan pajak.

(2) Berdasarkan telaahan pemandangan keberatan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang ditunjuknya
membuat petikan surat keputusan keberatan pajak untuk

kemudian ditandatangani olehKepalaBadan.
(3) KepalaBadan menugaskan pejabat yang ditunjuknya melaporkan

petikan surat keputusan keberatan pajak kepada KepalaBadan
secara periodik.

Pasal32
(I) Kepala Badan karena jabatannya atau atas permohonan wajib

pajak dapat membetulkan surat keputusan keberatan pajak

daerah yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis,

kesalahan hitung danIatau kekeliruan dalam penerapan
peraturan.

(2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

atas permohonanwajib pajak, harus disampaikan secara tertulis
kepada Kepala Badan selambat-Iambatnya 30 (tiga puluh) hari

sejak tanggal diterima surat (petikan) keputusan keberatan
dengan memberikanalasan yangjelas.

(3) KepalaBadan paling lama 3 (tiga)bulan sejak surat permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sudah harus memberikan
keputusan dalam bentuk surat keputusan pembetulan atau
surat keputusan penolakan pembetulan atas keputusan
keberatan.

(4) Apabila lewat waktu 3 (tiga)bulan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), Kepala Badan tidak memberikan keputusan,
permohonanpembetulan dianggapdikabulkan.
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BagianKedua

Tata Cara PengajuanBanding
Pasal33

(1)Wajib Pajak mengajukan permohonan banding hanya kepada
pengadilan pajak, terhadap keputusan mengenai keberatan yang

ditetapkan olehBupati atau pejabat yang ditunjuknya.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan

secara tertulis dalam Bahasa Indonesiadengan alasan yangjelas,
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)bulan sejak keputusan

keberatan diterima, dengan dilampirkan salinan dari surat
keputusan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban
membayarpajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal34
(1) Terhadap permohonan banding dapat diajukan surat pemyataan

pencabutan kepada pengadilanpajak.

(2) Permohonan banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada
ayat(l) dihapus dari daftar sengketa dengan:

a. penetapan Ketua Pengadilan dalam hal surat pemyataan
pencabutan diajukan sebelumsidang dilaksanakan; atau

b. putusan MajelisHakimmelalui pemeriksaan dalam hal surat

pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas
persetujuan terbanding.

(3) Permohonanbanding yang telah dicabut mela1uipenetapan atau
putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat

diajukan kembali.

Pasal35
Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34,
dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang

terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak yang
terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50%(limapuluh persen).
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Pasal36

(1) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding

dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran

pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2% (dua

persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan.

(2) Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya SKPDLB.

BAB VIII

TATACARAPEMBUKUANDANPELAPORAN
Bagian Kesatu

PLN
Pasal37

PLN wajib menyampaikan laporan setiap bulan kepada Bupati
berupa:

a. rekapitulasi rekening listrik yang dicetak perjenis tarif untuk
penggunaan listrik pasca bayar;

b. rekapitulasi penggunaan voucher listrik isi ulang untuk listrik
prabayar; dan

c. rekapitulasi realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

Bagian Kedua

NonPLN

Pasa138
(1) Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan

dicatat dalam buku penerimaan.

(2)SPTPD,SKPD,SKPDKB,SKPDKBTdan STPDdicatat dalam buku
menurut jenis pajak sesuai dengan NPWPD.

(3) Dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas
secara berurutan.
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BABIX

KETENTUANPENUTUP

Pasal39

Bentuk Simulasi Perhitungan Pajak Penerangan Jalan dan Bagan

Alur Pelayanan Pajak Penerangan Jalan Non PLN sebagaimana

tercantum dalam Lampiran It Lampiran II, Lampiran III, dan Lampira

IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

mi.

Pasal40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Tapin.

Diundangkan di Rantau

Ditetapkan di Rantau

pada tanggal 10 Je_nuari 201,3

1-BUPATI TAPINtJ

~~I"M.~
pada tanggal 10 s-gnuan 2018

.RIS DAERAHKABUPATENTAPIN,

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 NOMOR 0:1
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